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Abstract

Regulation of President Number 36 Of 2005 aim io arrange govern}nent how
ervedly mechanism of prosedural which must obey for the implementation of levying of
des d as place of development areal for the sake of public, loaded with individual

d: 'aun . . )
land; g load of land;ground which is very have an effect on materially and immaterial

jghts pay .
;‘ ;gl ife of its owner right from the secondhand before, and moment of after liberation of

land In Fact, many in every project place of levying of land impressing only not satisfied
to compensation . Whereas development areal which luxury so ought to can be secure and
prosperous of people, on the contrary around praject including former owner right which
follow big share because have volunteer discharged its rights, instead Jall miserablely. As
to effect unable io adapt and competition to changes that happened at areal. Ironic it is
true, but there is no help for it, government or project executor more see to progress in
one party, but the other party retreating. ' ‘
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A. PENDAHULUAN (LBHI), Komisi Nasional Hak Asasi Ma-
. nusia (Komnas HAM) pun tidak mau ke-
Demo mayarakat dari berbagai ka- tinggalan dan sangat aktif dalam menga-
langan, seperti : mahasisiwa, kaum seleb- dakan acara-acara seminar, semiloka
ritis, petani dan Majelis Ulama Indonesia  diskusi-diskusi atau yang dipersamakas
(MUI) larut dalam suasana {nenentang dengan itu dalam suatu aksi penolakan
pemberlakuan Peraturan Presiden (Per- yang diskretif (kebablasan) dan diskon-
pres) Nomor 36 Tah}m 2005 tentang Pe- - struktif terhadap perpres tersebut. Pokok-
ngadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pem- nya, pro-kontra atau silang pendapat ber-
bangunan Untuk Kepentingan Umum. munculan dan tertuju pada permasalah--
Bahkan, dalam pemaparan orasinya ter- an yang antara lain adalah minim atau ti-
kesan brutal atau bringas layaknya baha- dak diad'akannya terlebih dahulu konsul-
sa seorang preman. Kaum cendekiawan tasi publik, akan tetapi pemerintah malah
yang bernaung di bawah bendera LSM menawarkan sosialisasi terhadap konsep
dan beberapa Omog lain-nya seperti : substansial. Perpres  No. 36 Tahun 2005
l{rban Poor ansortzum (UPC), Wahana tersebut, yang sebelumnya sudah ditan-
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), datangani Presiden Republik Indonesia.
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